IMPLIKASI KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING MASA
PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

RAHMA ANIS HAFIZA
02011281722174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2021



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAHMA ANIS HAFIZA
NIM : 02011281722174
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

IMPLIKASI KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING MASA
PANDEMI COVID-19

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
[lmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. Helena Primadianti S.H., M.H
NIP; 195806011985112001 NIP:198609142009022004

_"Dekan Fakultas Hukum
~ ( Universitas Sriwijaya

.S.
1989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa - RAHMA ANIS HAFIZA

Nomor Induk Mahasiswa - 02011281722174

Tempat/Tgl.Lahir : PALEMBANG, 12 APRIL 1999
Fakultas : HUKUM

Strata Pendidikan :S1

Program Studi : TLMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-
bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di
a. Skripsi
ah di

perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumberny
ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tel
publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

sumbemya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.

Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan

dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang

timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021

] % ]
} .

40AIX296731458 R AHMA ANIS HAFIZA

SEPULUM &1L RUPIAM

NIM 02011281722174

iii



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)

yang lain” (QS. Al-Insyirah : 6-7)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

% Kedua Orang Tua Tercinta,
< Saudara-Saudaraku,

% Keluarga besarku

< Guru Serta Dosenku

< Orang-Orang Terdekatku

<  Almamaterku



UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Allah Swit.

karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Kemudian, dengan segala kerendahan hati penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan,

dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1.

Kepada Mama dan Papa yang tercinta dan tersayang, terima kasih
atas doa, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, terima kasih
untuk dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus
kepada saya yang selama ini diberikan, serta pengorbanan yang
sangat berarti;

Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;

Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan |
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Il Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku pembimbing
utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa
lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan

skripsi ini selesai;



10.

11.

12.

13.

Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu
yang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa
lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan
skripsi ini selesat;

Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang
telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal
hingga perkuliahan ini selesai;

Kepada Saudara-saudaraku, Ayuk Rizka Aulia Shabrina dan Adek
Resti Maharani Putri, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan
doa yang selalu diberikan kepada saya, terutama ayuk terima kasih
atas semua spronsor yang telah diberikan selama ini;

Keluargaku tersayang, oom dan tante terima kasih atas segala doa,
dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan
sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan selalu memberi
dukungan;

Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
yang dengan sabar melayani dan memberikan kemudahan kepada

mahasiswa;

Power Puff Girl tersayang (Dipek, Bunek, Putek, Tey, Nomi) terima
kasih buat kalian yang sudah menemani masa perkuliahan dari awal
PK2 sampai bisa wisuda, terima kasih atas semua dukungan selama

4 tahun ini dan selalu ada disaat suka maupun duka, terima kasih

Vi



sudah selalu ada disaat apapun, baik dalam urusan perkuliahan

ataupun bukan;

14. Kepada sahabat-sahabat tercinta IDT Family (Yukek, Mery, Yiyin,
Vina, Airul, Jimbaran, Renal, Dedek Yunita) terima kasih sudah
menemani dari masa SMA hingga bisa sampai wisuda, terima kasih
dukungan serta motivasinya, terima kasih sudah selalu ada;

15. Kepada TAKDIR (widad, fadhli, kipan) terima kasih sudah
memberikan dukungan dan bantuan disaat masa perkuliahan,
terutama widad terima kasih untuk tebengan bolak-balik Indralaya;

16. Kepada teman-teman kelas A PLKH semester genap 2019/2020
terutama kelompok A2 terima kasih banyak;

17. Kepada teman-teman seangkatan sekalian yang tidak bisa disebutkan
satu persatu. Terima kasih dan semoga kita semua sukses selalu;

18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam
skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan
skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Akirnya, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima
kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis dan skripsi ini

dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, Mei 2021

Rahma Anis Hafiza

vii



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. atas karunia, dan ridho-
Nya yang besar akhirnya penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi
yang berjudul “Implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020
Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing Masa
Pandemi Covid-19” untuk memenuhi salah satu prasyaratan dalam
mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang
ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh
terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.
Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat
membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan
dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat
menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Mei 2021

Rahma Anis Hafiza

NIM.02011281722174

viii



HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .............

HALAMAN PERNYATAAN

-------------------------

--------------------------------

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....ccccoiviiiiininnnen.

UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR ..ccovvieiiieininene.

DAFTARISI cccceviiiiiiiiiiiiiiiiinnnen.

ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

A

B.

Latar Belakang .......................

Rumusan Masalah ...................

Tujuan Penelitian ....................

. Manfaat Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ..........

Kerangka Teori

Metode Penelitian

1

2

3.

. Jenis Penelitian

. Pendekatan Penelitian

Populasi dan Sampel .......

Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data .....

Lokasi Penelitian ..........ovveiiiiiiiiiiiiiinans

10

10

11

11

16

16

17

18

18

20

21



7. Teknik Analisis Data ........ovvueuiinieiiieiieinn

8. Teknik Penarikan Kesimpulan .............................

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...ccvitiiiiiiiiniiiiniitinecieriaccnenn

A. Tinjauan Umum Perjanjian .................ooiiiiiiiiiiinn,
1. Pengertian Perjanjian ................cooooiiiiiiiiin
2. Syarat Sahnya Perjanjian ................cooooi
3. Asas-asas Perjanjian ...

B. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi ........................
1. Pengertian Prestasi ..........ccooeviiiiiiiiiiiiii
2. Sifat-sifat Prestasi ...........coooiiiiiiiiiiiiiia
3. Pengertian Wanprestasi ...........ovveviiiiiiniiniinninn...
4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi .....................

C. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan Leasing .................
1. Pengertian Leasing .........cccoevviiiiiiiiniiiiiiainnnn,
2. Sejarah Leasing .........coooviiiiiiiiiiiiiiiiieeee
3. Unsur-Unsur Leasing .........ccooevveiiiiiiiniiniiiananns,
4. Jenis-jeniS Leasing ........ccooiviiiiiiiiiiie
5. Perbedaan Leasing Dengan Perjanjian Lain-lain .........

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......c........

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing Dengan
Dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 .................

B. Akibatnya Apabila Lessee Melakukan Wanprestasi Dalam

21

21

22

22

22

26

28

31

31

33

34

37

41

41

44

46

47

51

56

56



Melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Leasing Masa Pandemi

COVIA-1 o

BAB IV PENUTUP .......

A. Kesimpulan ...

B SaIaN .o

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Xi

67

75

75

76

78



ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian pembiayaan leasing. Penelitian skripsi ini menggunakan
metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Melalui penelitian ini dapat
diketahui bagaimana implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020 terhadap
pelaksanaan perjanjian pemhiayaan leasing masa pandemi covid-19 yang mana
pelaksanaan perjanjian leasing mengalami pcrubahan setelah adanya pandemi
covid-19 dan dikeluarkannya Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Scbagai Bencana Nasional. Dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor S-9/D.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Bagi Perusahaan Pembiayaan dikatakan bahwa lembaga pembiayaan
memberikan relaksasi kredit dengan cara memberikan restrukturisasi kepada
lessee yang terkena dari dampak adanya pandemi covid-19. Kemudian untuk
lessee yang melakukan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian
pembiayaan leasing pada masa pandemi covid-19 akibatnya akan dikenakan
sanksi berupa denda, penarikan unit dari debitur, dan pengembalian unit dari
debitur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian
pembiayaan leasing selama masa pandemi covid-19 mengalami perubahan
dengan diberikan keringanan guna meringankan beban masyakrat yang lerkena
dampak pandemi covid-19.

Kata Kunci: Implikasi, Perjanjian Pembiayaan, Leasing, Pandemi Covid-
19

Palembang, Mei 2021

Mengetahut:

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami penurunan dalam berbagai aspek
kehidupan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, yang mana pada bulan April
pemerintah secara resmi menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional
dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres Nomor 12 Tahun 2020).
Banyak bidang dalam kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi
covid-19 salah satunya pada bidang bisnis. Banyak bisnis masyarakat Indonesia
yang mengalami kerugian, baik bisnis perseorangan maupun dalam bentuk lembaga
atau perusahaan. Selain mengalami kerugian, banyak juga yang mengalami
kendala. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), perusahaan yang bangkrut dan beberapa kegiatan
perdagangan yang mengalami penurunan serta beberapa kegiatan lainnya yang

terkendala akibat dari pandemi covid-19.

'Handoyo, (13 April 2020), Presiden tetapkan virus corona (Covid-19) sebagai bencana
nasional, https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-
bencana-nasional, diakses pada 18 Agustus 2020
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Salah satu kegiatan yang merasakan dampak dari pandemi covid-19 yaitu
kegiatan perdagangan. Pada saat ini dengan perkembangan zaman yang semakin
berkembang dan modern serta kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang
seiringan dengan perkembangan kehidupan masyarakat membuat terdapat banyak
jenis metode perdagangan yang terjadi. Contohnya perdagangan motor dan mobil
dengan melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan metode angsuran atau
kredit. Dengan melakukan perjanjian pembiayaan masyarakat dimudahkan dalam

melakukan transaksi.

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi Buku Il
KUHPerdata menganut sistem terbuka, maka para pihak diberikan kekuasaan oleh
hukum untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya dan membuat perjanjian
yang tidak dibuat secara khusus dalam KUHPerdata dengan menggunakan Asas
Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1138 ayat (1) KUHPerdata.?
Dengan demikian perjanjian pembiayaan termasuk dalam perjanjian tidak bernama
(Innominaat) yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi
semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab
ini dan bab yang lain. Perjanjian ini muncul dalam kehidupan masyarakat karena
mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang

semakin berkembang. Perjanjian ini merupakan perjanjian baru dalam praktek di

2 Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Bandung: CV Mandar Maju.
2014, him 90.



Indonesia namun telah diakui oleh masyarakat walaupun belum diatur dalam

Undang-Undang.

Perjanjian pembiayaan disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga non
bank. Lembaga perbankan memiliki beberapa usaha bank umum, salah satunya
adalah menyediakan kegiatan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi
hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.® Sedangkan
lembaga non bank salah satunya yaitu lembaga pembiayaan yang saat ini diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia belum tergolong lama.
Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974.
Kelahiran Lembaga Pembiayaan didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB)
tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri

Perdagangan.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan Lembaga Pembiayaan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau
barang modal. Kegiatan pembiayaan yang paling dikenal masyarakat Indonesia dan
yang paling sering digunakan dalam melakukan transaksi Perjanjian Pembiayaan
yaitu sewa guna usaha (leasing). Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.

1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), yang dimaksud

3 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2015, him 137.

4 Indah Dwi Astuti: “Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan
Fidusia Dalam Perspektif Peraruran Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Pada PT Astra Credit Companies Surakarta”, skripsi, (UNS, Surakarta, 2010), him 1.



leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal
baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama

jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Leasing memiliki elemen, yaitu suatu pembiayaan perusahaan, yang mana
leasing pada awalnya memberikan pembiayaan hanya kepada perusahaan yang
memerlukan saja. Tetapi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat
yang semakin berkembang, leasing juga diberikan kepada individu dengan
peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha. Dalam praktek misalnya
leasing memberikan pembiayaan kepada seseorang dalam bentuk leasing untuk
membeli kendaraan bermotor dan lainnya, baik untuk keperluan bisnis maupun

tidak.>

Leasing cukup populer digunakan dalam dunia bisnis maupun kehidupan
masyarakat sehari-hari. Mulai dari digunakan oleh perusahaan-perusahaan sampai
digunakan untuk barang keperluan kantor maupun leasing atas kendaraan bermotor
yang digunakan secara pribadi. Selain itu juga digunakan dalam banyak bidang,
seperti industri, konstruksi, pertanian, pertambangan, perkantoran, kesehatan, dan

lain-lain.®

Perjanjian pembiayaan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi,

terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, salah satunya

5 1bid., him 10.
® 1bid., him 5.



perjanjian pembiayaan dalam bentuk leasing. Tetapi dengan banyaknya minat
masyarakat menggunakan perjanjian pembiayaan sebagai metode transaksi
membuat lembaga pembiayaan semakin Dberkembang, bahkan dalam
perkembangannya lembaga pembiayaan mampu bersaing mengalahkan lembaga
konvensional yang sudah ada sebelumnya, seperti lembaga perbankan, lembaga

gadai, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya.

Banyak lembaga pembiayaan yang bersedia membiayai kredit kendaraan
bermotor dengan nilai ratusan juta rupiah. Dalam melakukan transaksi tersebut
tentulah debitur harus memenuhi persyaratan perjanjian agar bisa melakukan
Perjanjian Pembiayaan Leasing. Perusahaan pembiayaan biasanya membuat
instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut dikemas ke dalam klausul-klausul
perjanjian antara lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dengan lessee
sebagai pihak yang memerlukan barang modal. Instrumen hukum dalam bentuk
perjanjian ini pada prinsipnya hampir sama dengan perjanjian yang biasa digunakan
oleh lembaga perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Secara normatif setiap
perjanjian pada umumnya harus mencerminkan kehendak para pihak yang

membuatnya secara adil dan seimbang.’

Dalam pelaksanaannya Perjanjian Pembiayaan Leasing biasanya dilaksanakan
dengan perjanjian tertulis, dalam melaksanakan perjanjian semua tergantung pada

pihak yang membuatnya, adapula yang dilakukan dengan baku dan ada yang

" Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam
Perjanjian Pembiayaan, Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2, Februari, 2015, him 90.
https://media.neliti.com/media/publications/240032-asas-itikad-baik-sebagai-upaya-perlindun-

7754d14e.pdf
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dilakukan dengan negosiasi tetapi dituangkan dalam perjanjian tertulis. Karena
Perjanjian Pembiayaan Leasing sendiri belum diatur dalam undang-undang dan
Perjanjian Pembiayaan Leasing merupakan perjanjian didasarkan dengan Pasal
1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai
dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dikatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa kita
diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu mengikat para pihak
sebagaimana undang-undang. Tetapi tetap terdapat pembatasan dalam melakukan
asas kebebasan berkontrak. 8 Siapa pun bebas membuat kontrak atau perjanjian,

asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

a. memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal
1320 KUHPerdata;

b. tidak dilarang oleh undang-undang;

c. tidak melanggar kebiasaan yang berlaku;

d. dilaksanakan sesuai dengan asas itikad baik.®

Perjanjian Pembiayaan Leasing yang dibuat berdasarkan asas kebebasan

berkontrak menghasilkan hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan sebagai

& Firman Floranta Adonara, Op.cit., him 91.
® Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, him 181.



pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing (Lessor) dan pihak yang
memerlukan barang modal (Lessee). Dengan adanya suatu kesepakatan dalam
perjanjian maka lessee mempunyai jangka waktu tertentu untuk memenuhi
kewajibannya yaitu membayar yang telah disepakati bersama. Hubungan antara
pihak lessor dengan lessee adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak

Perjanjian Pembiayaan Leasing.

Setiap perjanjian kredit terutama dalam perjanjian leasing, jaminan
merupakan hal yang penting karena jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh
debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur
akan memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Sesuai dengan ketentuan
perjanjian pembiayaan leasing, pihak lessee membayar harga barang kepada lessor
secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen
kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan
secara fidusia. Apabila konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu
atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan
pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil

penjualan.t®

Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari yang namanya resiko, begitu juga

dengan lembaga pembiayaan. Resiko usaha tersebut sangat mungkin terjadi,

10 sutarjo Achmad Yusuf, Djuwityastuti, Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga,
Jurnal Private Law Vol. 6 No. 1. 2018, hlm 94. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19240
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manakala konsumen tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran yang telah
ditentukan atau konsumen atau debitur mengalami macet dalam membayar
angsuran, karena sepandai apapun analis dalam menganalisis setiap permohonan
pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet itu pasti ada. Sebagaimana
perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian leasing apabila lessee (debitur)
melakukan wanprestasi maka lessor selaku kreditur dapat menuntut kepada lessee:
pemenuhan prestasi saja, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi (Pasal 1267
KUHPerdata), menuntut dan meminta ganti rugi (hanya mungkin kerugian karena
keterlambatan), pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.!* Resiko
memang merupakan konsekuensi setiap usaha, seperti pada saat masa pandemi
covid-19 tentunya menjadi salah satu resiko yang harus ditanggung oleh pihak
lembaga pembiayaan. Karena mau tidak mau lembaga pembiayaan terkena dari

dampak adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi
persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Oleh
karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi
atau dampak dari Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah
terhadap Perjanjian Pembiayaan Leasing masa pandemi covid-19 untuk mengetahui
implikasi apa yang terjadi dari pandemi covid-19 dan bagaimana pelaksanaan
Perjanjian Pembiayaan Leasing dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun

2020 serta akibat yang ditimbulkan apabila lessee melakukan wanprestasi dalam

1 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. VII, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him 99.



melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Leasing pada masa pandemi covid-19.
Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul:
“Implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Pembiayaan Leasing Masa Pandemi Covid-19”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing dengan
dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020?
2. Bagaimana akibatnya apabila lessee melakukan wanprestasi dalam
melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Leasing pada masa pandemi covid-
197

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan Leasing dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun
2020.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibatnya apabila lessee melakukan

wanprestasi pada masa pandemi covid-19.
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C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang diharapkan
penulis agar penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan dan
memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, serta dari penelitian ini
dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan Leasing pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana akibat yang
ditimbulkan apabila lessee melakukan wanprestasi pada masa pandemi covid-19.
Selain itu sebagai sumbangan dalam pemikiran yang baru atas pelaksanaan hukum

di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat
kepada masyarakat serta acuan sebagai wacana bagi praktisi. Selain itu sebagai
masukan dan saran bagi masyarakat khususnya bagaimana pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan Leasing pada masa pademi covid-19 dan bagaimana akibat yang
ditimbulkan apabila lessee melakukan wanprestasi pada masa pandemi covid-19.
Serta menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri

penulis sendiri.



11

D. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian
agar memperjelas pembahasan dari permasalahan penelitian ini, yaitu untuk
mengetahui dan memahami bagaiamana pelaksanaan perjanjian pembiayaan
leasing pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana akibat yang ditimbulkan

apabila lessee melakukan wanprestasi pada masa pandemi covid-19.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dimuat dalam ketentuan Pasal 1313
KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana
satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dapat mengikat dan sah berdasarkan hukum. Unsur-unsur tersebut dimuat
dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) suatu pokok persoalan tertentu;

4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Karena Perjanjian Pembiayaan Leasing sendiri belum diatur dalam Undan-
Undang, maka dalam hal perjanjian pembiayaan menggunakan asas kebebasan
berkontrak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam

kaitan mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, Yohanes
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Sogar Simamora mengemukakan, ada empat asas hukum yang terdapat dalam
hukum kontrak, yaitu: asas itikad baik, asas transparansi, asas proporsionalitas, dan
asas kebebasan berkontrak.'?> Mengenai asas kebebasan berkontrak pada dasarnya
memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan
siapapun, mengenai apapun, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para

pihak.

Salim H.S menyatakan, bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan
prinsip yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

a) membuat atau tidak membuat perjanjian;

b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan

d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.3

Dalam melaksanakan perjanjian terdapat prestasi yang harus dipenuhi oleh
para pihak. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perjanjian. Apabila debitur
tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian,
maka ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana yang diterapkan dalam perjanjian, dapat disebabkan oleh dua hal,
yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan

memaksa (Overmacht/Force Majure).*

2 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak-Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di Indonesia, Kantor Hukum WINS & Partners, 2015, him 37.
13 Galim.H.S, Hukum Perjanjian Teori dan Penyusunan Perjanjian, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him 10.
!4 Djaja S. Meliala, Hukum Perikatan dalam Prespektif BW, Bandung: Nuansa Aulia,
2012, him 175.
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M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian
mengatakan bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama
sekali dan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum?®. Dengan demikian
wanprestasi dapat berbentuk:

a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. melaksanakan apa yang diwajibkannya, tetapi tidak sebagaimana

mestinya;

c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan®.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting
maka ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

Apabila debitur wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk:

1) Pemenuhan perjanjian;

2) pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;

3) ganti rugi;

4) pembatalan perjanjian timbal balik;

5) pembatalan dengan ganti rugi'’.

Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak timbul

seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai

5Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2008, him 61.

16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu,
Surabaya, 1987, him 14.

"Handri Rahajo, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2009, him
42,
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(ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam
Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam

Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan:

a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain
yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih
dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.

b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.

c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan
atau anmaning yang biasa disebut sommasi®.

Sehingga dalam praktiknya ketika antara kreditur dan debitur telah dianggap
lalai sehingga terjadilah wanprestasi pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban
kontraktual. Sehingga upaya mengajukan gugatan ke pengadilan adalah langkah
terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan. Karena sejatinya upaya
pemenuhan kewajiban kontraktual dilakukan dengan ikhtikad baik sehingga jika
terjadi permasalahan negosiasi menjadi langkah awal yang tepat dalam upaya

penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum
Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu, sehingga ia akan memikul tanggung jawab hukum.

Dengan begitu hal tersebut memiliki arti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu

18 Yahya Harahap, Op.Cit., him 69.
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sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.'® Menurut pendapat
Ridwan Halim tanggung jawab hukum memiliki yaitu sebagai sesuatu akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban
ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak

menyimpang dari peraturan yang telah ada.?

Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab ke dalam beberapa jenis, yaitu

sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban individu, artinya seseorang bertanggung jawab untuk
suatu pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;

b. Pertanggungjawaban kolektif, artinya seseorang bertanggung jawab untuk
suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seseorang bertanggung
jawab untuk suatu pelanggaran yang dilakukannya, karena ia melakukannya
dengan sengaja dan sadar bahwa tujuan dari perbuatannya menimbulkan
kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak, seseorang bertanggung jawab untuk suatu
pelanggaran yang dilakukannya, karena ia melakukannya dengan tidak

sengaja dan tanpa sadar.*

19 Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, him 61.

20 Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan: Pasca
Sarjana, 2008, him 4.

21 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006, him 140.



16

Prinsip-prinsip tanggung jawab secara umum kita bedakan menjadi 5 (lima),
yaitu:

1) Adanya kesalahan (liability based on fault);

2) praduga selalu bertanggungjawab (presumption of liability);

3) praduga selalu tidak bertanggungjawab (pre-sumption of non-liability);

4) adanya tanggung jawab mutlak (strict liability);

5) pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).?

Pada penulisan skripsi ini, fungsi teori tanggung jawab hukum adalah untuk
memberikan arah dan menjelaskan mengenai gejala dari permasalahan yang sedang
diamati. Pada permasalahan penelitian ini untuk melihat bagaimana tanggung
jawab dari kreditur maupun debitur terkait hak dan kewajiban dari Perjanjian
Pembiayaan Leasing. Bahwa debitur memiliki pertanggugjawaban atas dasar
kesalahan yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan
melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. Dalam prinsip ini seseorang harus
bertanggung jawab karena merugikan orang lain. Berdasarkan teori ini, dapat
dipahami bahwa subjek hukum yang telah melakukan tersebut harus bertanggung

jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan.

F. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan metode sebagai berikut:

2 Dian Afrilia & Helena Primadianti Sulistyaningrum, Implementasi Prinsip Stict Liability
(Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Simbur Cahaya:
Volume XXIV No. 3, September, 2017, him 4957,
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/86/62
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode metode Yuridis
Empiris atau yang dapat juga dikatakan jenis penelitian hukum sosoiologis
(penelitian lapangan / field research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan
melihat ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum bekerja didalam
lingkungan masyarakat.? Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan
dengan keadaan sebenarnya yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk
mengetahui dan menemukan dakta-fakta dan data yang dibutuhkan.?* Dalam
penelitian ini penulis bertolak pada hasil observasi penelitian terkait bagaimana
implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan Perjanjian

Pembiayaan Leasing masa pandemi covid-19.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai

berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan berbagai aturan
hukum yang baerkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach), yaitu pendekatan yang
digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang bagaimana

pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing pada masa pandemi covid-

23 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, him
15.
24 1bid., him 16.
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19 serta bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila lessee melakukan
wanprestasi melalui pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin dalam ilmu
hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Panca Motor yang beralamat di CV Jendral

Sudirman.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari
lapangan dan data kepustakaan, kemudian jenis data yang akan digunakan penulis
untuk penelitian ini meliputi data yang bersumber pada:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau penelitian lapangan

(field research), Adapun data primer pada penelitian ini didapatkan dari lokasi
penelitian dengan melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen
yang kemudian akan penulis kelola yang bersumber dari CV Panca Motor.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang akan memberikan penjelasan mengenai
data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Data sekunder terdiri
antara lain buku- buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya
yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.?> Data sekunder

dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

25 Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006, him 13.
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1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoriatif)? atau bahan hukum yang mengikat, seperti:

a)
b)

d)

f)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala ~ Besar  dalam Rangka  Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

melalui sinergi antar kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.

Keputusan Menteri Kuangan Nomor 1169/LML.01/1991 Tentang

Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh mengenai bahan

hukum primer dengan membantu menganalisis dan memahami penjelasan,

seperti hasil — hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan

% 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him 47.
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mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing masa pandemi
covid-19.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum, encyclopedia, majalah hukum, jurnal ilmiah dan lain-lain.?’

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan
objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu
yang dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat.?
Populasi dalam penelitian ini yaitu CV Panca Motor.

b. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili pada objek
penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitiam ini yaitu
menggunakan cara purposive sampling, yaitu pemilihan atas sejumlah
subjek yang mempunyai ciri-ciri atau sifat tertentu.?® Sampel dalam

penelitian ini yaitu terdiri dari pimpinan dan staff dari CV Panca Motor.

2" Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinajuan Singkat.
Rajawali Press. Jakarta. 2012. HIm 14-15.

28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitiam Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, him
118.

2 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, 2010, him 106.
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6. Teknik Pengumpulan Data
1) Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data ini yang bersumber dari
kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia.®
2) Studi Lapangan, jenis data yang dikaji dalam metode ini yaitu hasil
penelitian riset ke CV Panca Motor sebagai tempat peneltian penulis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis
berdasarkan metode penelitian kualitatif. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data
yang diperolen melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan
kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk
penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang

dibahas.®!

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan
dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar

pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

30 Surjono Soerkanto, Pengantar llmu Hukum, UT Press, UT Press, Jakarta, 2010, him.201.
31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2007. HIm. 13
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